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ABSTRAK

Dalam permasahan yang diangkat pada penelitian ini adalah
pemekaran Papua dan penerapan moratorium. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua atas pelaksanaan
Undang-Undang tesebut pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan
kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi
Papua. Dalam penelitian ini dipergunakan Teori Organ dan Teori
Kepastian Hukum yang akan menjadi pisau analisis guna
membedah permasalahan yang ada.
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PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium dengan alasan keuangan negara yang
sampai hari ini beberapa daerah/provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, mengusulkan
daerah otonomi baru (DOB) yang belum disetujui oleh pemerintah pusat, namun pada saat
negara masih menghadapi Covid-19 pada tahun 2021 yang berdampak terhadap keuangan
negara. Di tahun yang sama pemerintah pusat bersama DPR membahas dan mengesahkan
Undang Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, atas dasar itu pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah atas Pelaksanaan UU. 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua.
Dari peraturan pemerintah tersebut, pelaksanaannya sekaligus bentuk rancangan undang-
undang pemekaran Papua. Pengesahan RUU tersebut oleh DPR bersama Presiden,
diantaranya: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Pegunungan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Barat Daya. Rancangan undang-undang tersebut, kemudian disahkan menjadi Undang-Undang
berdasarkan Pasal 92 dan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kebijakan pemerintah pusat dengan mengambil langka pemekaran Papua membuat
provinsi lain di Indonesia bertanya dan menuntut keadilan politik, dikarenakan beberapa daerah
yang di Indonesia mengajukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran daerah terkecuali
DKI Jakarta, Aceh dan Yogyakarta. Selain itu provinsi dan kabupaten/kota menuntut keadilan
termasuk provinsi Jawa Barat. Beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan pada
pemekaran daerah adalah Dewan perwakilan Daerah sebagai penampung aspirasi daerah.
Dewan perwakilan rakyat sebagai pembuat peraturan perundang-undangan dan pemerintah
sebagai pengambil kebijakan dan menjalankan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Salah satu peran lembaga DPD adalah perjuangan pemekaran daerah di Indonesia atas
dasar pasal 22D tentang pengawasan jalanya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah dan pemekaran daerah di Indonesia, namun kewenangan DPD hanya menyampaikan
pandangan dan pengajuan RUU terhadap DPR tidak mengikuti dalam pengambilan keputusan.
Namun peran penting kewenangan DPD dalam UUD 1945, mengharuskan untuk pelaksanaan
dan mengakomodir aspirasi rakyat di daerah dan diperjuangkan di tingkat nasional.

Dalam pembahasan pokok permasalahan ini peran DPD sebagaimana kewenangannya
untuk mengambil langka kongkret meski kewenangan terbatas dalam pengambilan keputusan
tetapi DPD secara yuridis tidak menghilangkan mandatnya sebagai perwakilan daerah.

METODE

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu
titik fokus kajiannya norma-norma hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa
perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Dalam
pendekatan penelitian hukum normatif, secara teknis dapat di jabarkan ke dalam enam langka
sebagai berikut di bawah ini:

1. Memaparkan selengkap mungkin fakta-fakta dari peristiwa yang menimbulkan masalah:
membuat peta kasus posisi;

2. Mengidentifikasi sumber hukum yang aplikabel,

3. Menganalisis sumber-sumber hukum untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang aplikabel
dan kebijakan (policies, beleid, tujuan kemasyarakatan) yang melandasi aturan-aturan hukum
tersebut;

4. Menyintesiskan aturan-aturan hukum yang aplikabel ke dalam suatu struktur yang koheren
yang di dalamnya aturan yang lebih spesifik dikelompokkan ke bawah aturan hukum yang
lebih umum;
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5. Menelah fakta-fakta yang diperoleh untuk memilah, menstrukturkan dan mengkualifikasi
fakta-fakta yang relevan sehingga tampil peristiwa hukumnya;

6. Menerapkan struktur aturan-aturan tersebut tadi pada fakta-fakta relevan untuk menerapkan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang di ciptakan oleh fakta-fakta tersebut, dengan mengacu
pada kebijakan yang melandasi aturan-aturan tersebut.

Pendekatan Penelitian yang digunakan peneliti dalam mengkaji dan menganalisis
penelitian ini di dasarkan pada pendekatan Perundang-Undangan (statute-approach), pendekatan
analitis (analytical approach), pendekatan filosofis (philosopycal approach), pendekatan kasus (case
approach) dan pendekatan perbandingan (comparathive approach) yang berkaitan dengan peran
DPD atas pengawasan pelaksana otonomi daerah dalam pemekaran daerah di Indonesia ditinjau
dari kepastian hukum.

HASIL. DAN PEMBAHASAN

Pendekatan analisis proses kebijakan publik bahwa proses politik yang menghasilkan
kebijakan publik yang dibedakan atas dua cara. Pertama, kebijakan publik didefinisikan sebagai
interaksi aktor politik bersama-sama asosiasi profesional, media, dan kelompok kepentingan
dengan partai politik, birokrat, dan kabinet. Hal tersebut merupakan proses dalam pengertian
harafiah (literal), yaitu suatu permainan yang kompleks tentang menarik dan mengangkut (pulling
and hauling) yang menghasilkan kebijakan. Kedua, lebih tertarik pada fokus, kurang tertarik pada
perilaku para pemain daripada struktur permainan di mana permainan itu dimainkan. Beberapa
contoh ciri struktur utama sistem politik yang mengarahkan pada konsekuensi kebijakan tertentu
berkaitan dengan subjektifitas para aktor, struktur partai politik, federalisme, dan presidensial
versus parlemen eksekutif. Perbedaan struktur eksekutif presidensial dengan parlemen dapat
digambarkan bahwa struktur eksekutif parlemen lebih mengisolasikan (insulate) dari tekanan
politik sehingga dapat meyakinkan inisiatif kebijakan sesuai dengan pikiran utamanya single-
mindelly).

Kebijakan publik menurut Thtomas Dye yang kemudian mendefinisikan kebijakan publik
bahwa kebijakan publik segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah,
alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi
pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi
warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam
menetapkan suatu kebijakan.

Kebijakan Publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya
dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk
mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan efektif, diperlukan sejumlah hal
diantaranya:

1. Adanya perangkat hukum berupa peraturan Perundang-Undangan sehingga publik dapat
mengetahui kebijakannya yang telah diputuskan;

2. Kebijakan ini harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya;

3. Diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui
kebijakan ini yang dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak.

Dalam konteks pemekaran Papua peneliti menganalisis kebijakan pemerintah yang terlalu
buru-buru pemekaran Papua yang kurang mempertimbangkan Daerah yang lain dan juga tidak
melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta tidak menggunakan penataan daerah lebih dulu
atau daerah persiapan sebagaimana standar dan syarat yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) UU
No 106 Tahun 2021 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah. Meski Papua sebagai otonom Khusus yang sebelumnya masih pro-kontra terkait produk
hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. dari tahun 1999 hingga kini 2022 tetap tumpang
tindih atas kebijakan pemerintah pusat tentang Otsus Papua.

Untuk kesejahteraan Papua mengapa dari awal tidak dimekarkan Sementara pemerintah
pusat belum memberikan kesempatan pada provinsi lain untuk dimekarkan karena kebijakan
pemerintah pusat terkait penundaan pemekaran daerah yang disebut dengan ‘“moratorium”.
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Kebijakan Pemerintah Pusat mengambil langka Papua dimekarkan dengan berdasarkan
peraturan di atas. Analisis secara sosiologis dan yuridis bahwa Pemekaran Papua tidak
mencerminkan keadilan kepada Provinsi lain yang semenjak pemerintah sebelumnya
menerapkan nomenklatur moratorium/dan atau penundaan pemekaran daerah di seluruh
Indonesia. Padahal sangat jelas dalam undang-undang Pemerintah daerah juga mengatur tentang
pemekaran daerah dan bahkan beberapa daerah yang suda lama mempersiapkan serta
mengajukan pembentukan dan pemekaran pada daerahnya namun tetap ditolak oleh
kementerian dalam negeri dengan alasan keuangan negara serta dampak covit-19 yang juga
mempengaruhi keuangan Negara, akan tetapi pemerintah sahkan empat satu Undang-Undang
Otsus Papua, satu PP tentang pelaksana UU Otsus dan empat Undang-Undang Pembentukan
Provinsi Papua. Langka kebijakan pemerintah pusat ini tidak ada kepastian hukum serta
kemanfaatan terhadap Rakyat Papua dan tidak ada kepastian hukum tentang pemekaran daerah
di seluruh Indonesia.

Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa
“secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-
undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris,
keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan
konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.

Analisis kebijakan pemekaran dalam penerapan kepastian hukum

Pada konteks langka kebijakan pemerintah terkait pemekaran Papua bahwa konsep
moratorium atau penundaan atas pemekaran daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 dan
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terkait pemekaran
daerah dan Desain Besar Penataan Daerah yang sementara masih berpatokan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan
Penggabungan Daerah yang sebenarnya PP itu terbit untuk pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana sudah dicabut dan
ganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan daerah saat itu, maka pada tahun 2014
disahkan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk itu pasal 33 dan pasal 56
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sampai sekarang
belum ada Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan pasal tersebut, justru pemerintah
memasukkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ke
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan
Pelaksanaan Kebijakan Otonom Khusus Provinsi Papua.

Peneliti menilai kebijakan moratorium dan pemekaran Papua tidak ada keadilan dan
kepastian hukum, peneliti menjelaskan dengan pendekatan keadilan dan kepastian hukum
diantaranya:

1. Pemberlakuan Moratorium
Penerapan moratorium atau penundaan pembentukan dan pemekaran daerah artinya,
yang dimaksud pemekaran dan pembentukan daerah itu ditunda untuk sementara, dengan
pertimbangan dan memperhatikan faktor pembiayaan negara terhadap daerah atau Anggaran
Pendapatan Belanja Negara yang menjadi alasan pemerintah pusat, dan sangat masuk akal
dan logis ketika Indonesia dan dunia dilanda bencana Covid 19 sehingga berpengaruh pada
keuangan negara karena negara saat itu berfokus penanganan bencana kesehatan, dan itu
terjadi pada tahun 2020 dan 2021 yang masih penanganan Covid-19. Di sekitar Tahun 2021
Pemerintah sahkan UU Otsus Papua dan PP atas pelaksana UU Otsus Papua yang juga
memasukkan pasal 76 sebagai pelaksana yang tidak mempertimbangkan faktor di atas.
2. Pemekaran Daerah dalam Pendekatan Kepastian Hukum
Bahwa Pemekaran daerah atau pembentukan otonomi baru yang disingkat DOB, menjadi
kebijakan politik pemerintah dalam hal ini pembagian wilayah administrasi, antara provinsi
atau kabupaten kota di Indonesia dengan syarat dan prosedur yang diatur dalam peraturan
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perundang-undangan. Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan bahwa setelah undang-
undang yang disahkan presiden bersama DPR, adanya peraturan pemerintah untuk
melaksanakan undang-undang tersebut.

Dalam masalah yang diangkat adalah pemekaran Papua dan penerapan moratorium tidak
ada kepastian bagi daerah lain setelah Papua dimekarkan. Dalam pengertian moratorium adalah
penundaan pemekaran yang tidak menunjukkan bagi otonomi khusus atau otonomi umum yang
di jelaskan oleh Filep wamafma di atas. Serta tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa
moratorium itu berlaku hanya yang bukan otonomi khusus dan tidak berlaku bagi daerah
otonomi khusus. Bahwa jika moratorium berlaku semua dan ada peraturan yang menjelaskan
tentang penerapan moratorium yang berlaku semua dan atau dibuka untuk semua. maka daerah
lain juga ikut dalam pemekaran hanya saja pemerintah belum siap dan belum mendesain daerah
besar yang di jelaskan dalam UU No. 23/2014 tentang pemerintahan darah. Untuk menciptakan
kepastian hukum, penerapan moratorium harus dinyatakan dalam suatu kebijakan pemerintah
yang tertulis atau dalam peraturan presiden, agar tercipta keadilan distributif yang merata pada
otonomi daerah serta tercipta kesejahteraan bersama dan terbentuknya kemanfaatan bersama.
Sebagaimana makna moratorium di atas bahwa penerapan moratorium yang tentu berlaku bagi
semua daerah.

Pertimbangan dan jalan tengah bagi pemerintah dengan kebijakan penerapan moratorium
yang tidak ada kepastiannya bagi daerah lain, menurut peneliti berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku bahwa jika pemerintah mempertimbangkan bahwa Papua
harus dimekarkan maka terlebih dahulu menjelaskan kepada publik bahwa penerapan
moratorium hanya berlaku yang bukan daerah otonomi khusus.

Penerapan moratorium berlaku bagi semua daerah maka Pasal 33 dan Pasal 56 UU No. 23
Tahun 2014 dengan Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 diatur dalam satu Peraturan Pemerintah
atas dasar di atas. Olehnya itu pemerintah secepatnya menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk
melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2014. Agar menciptakan keadilan dan
kemanfaatan pada daerah di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN
A.Kesimpulan
Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah atas pelaksanaan Otonomi Daerah serta

Pembentukan Daerah Otonomi Baru sangat nyata bahwa langkah dan upaya kongkret DPD

terlihat pada Rapat Kerja dengan Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR

dan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Dengan tetap mendorong Penataan Daerah dalam bentuk Desain Besar Penataan Daerah

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dalam hal ini

memberikan ruang akselerasi pembangunan daerah sesuai kepentingan strategis nasional yang
berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
B. Saran

1. Bahwa Untuk mengembalikan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Konstitusi
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan melalui Amandemen
UUD 1945, dengan menambahkan kewenangan DPD ikut bersama DPR dan Pemerintah
membahas Rancangan Undang-undang tertentu dengan dapat persetujuan bersama.

2. Bahwa Pemerintah Pusat harus mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah untuk
melaksanakan Pasal 33 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, agar terciptanya keadilan dan kemanfaatan kepada daerah di seluruh
Indonesia
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